
BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan perubahan pendapatan, Pergeseran Belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar
jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran 2014 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2014;



Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan
dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2640);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari
Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);



30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan  Dana Kapitasi  Jaminan Kesehatan  Nasional pada  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014;

34. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kabupaten/Kota;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 09 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten
Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Yaya
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan



Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 4 Seri
A,);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6
Seri A);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2011 Nomor 7 Seri);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor  8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Badan  Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2011 Nomor 8 Seri A );

43. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor  8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku TenggaraTahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8 Seri A);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014.



Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp 537.448.890.805,00
b. bertambah Rp 18.405.389.596,38

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 555.854.280.401,38
2. Belanja

a. Semula Rp 555.713.829.265,00
b. bertambah Rp 43.647.788.276,55

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 599.361.617.541,55

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp   (43.507.337.140,17 )
3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1). Semula Rp 33.564.938.460,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 24.942.398.680,17

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 58.507.337.140,17
b. Pengeluaran

1). Semula Rp 15.300.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (300.000.000,00)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp 43.507.337.140,17

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1). Semula Rp 23.176.969.800,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 12.769.698.305,33
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 35.946.668.105,33

b. Dana Perimbangan
1). Semula Rp 480.725.592.390,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (2.617.015.684,95 )
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 478.108.576.705,05

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1). Semula Rp 33.546.328.615,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 8.252.706.976,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 41.799.035.591,00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1). Semula Rp 5.191.081.280,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 535.942.720,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 5.727.024.000,00

b. Retribusi Daerah
1). Semula Rp 10.373.888.520,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 1.520.444.005,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 11.894.332.525,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  dipisahkan

1). Semula Rp 600.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 513.666.461,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 1.113.666.461,00



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1). Semula Rp 7.012.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 10.199.645.119,33

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 17.211.645.119,33
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi hasil
1). Semula Rp 23.094.919.390,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (2.617.015.684,95 )

Jumlah Dana Bagi hasil setelah Perubahan Rp 20.477.903.705,05
b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp 399.953.093.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 399.953.093.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp 57.677.580.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 57.677.580.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1). Semula Rp 5.456.481.591,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Rp 5.456.481.591,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1). Semula Rp 28.089.847.024,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 6.508.011.976,00
Jumlah Dana Tunjangan Kependidikant setelah perubahan
daerah lainnya setelah perubahan Rp 34.597.859.000,00



c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1). Semula Rp 0,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 1.744.695.000,00
Jumlah Dana Tunjangan Kependidikant setelah perubahan
daerah lainnya setelah perubahan Rp 1.744.695.000,00

Pasal  3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1). Semula Rp 287.674.197.994,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 11.203.415.527,80

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 298.877.613.521,80
b. Belanja  Langsung

1). Semula Rp 268.039.631.271,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 32.444.372.748,75
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 300.484.004.019,75

Pasal  4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah
1). Semula Rp 33.564.938.460,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp 24.942.398.680,17
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 58.507.337.140,17

b. Pengeluaran sejumlah
1). Semula
2). Bertambah / (Berkurang)

Rp 15.300.000.000,00
Rp (300.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00



Pasal  5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan  Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap .

10. Lampiran  X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - Lain .

11. Lampiran XI
Daftar  Kegiatan Tahun Sebelumnya  yang belum diselesaikan  dan dianggarkan kembali Pada Tahun
Anggaran ini

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

14. Lampiran XIV Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
Landasan Operasional pelaksanaan.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Diundangkan di Langgur ANDERIAS RENTANUBUN
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KAB. MALUKU TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 6 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
PROVINSI MALUKU :  ( / 2014 )


